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penghargaan berupa insentif

sebesar 359 : ; .
Pemerintah Pusat r 35% dari alokasi bagian

. bahwa P
enghargaan atas pencapaian target PBB tersebut yang

THURSI . ,
erupa Insentif perlu  diefektifkan penggunaannya  untuk

merTunJang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan
peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari penerimaan
PBB.

. bahwa pembagian insentif tersebut diatas perlu diatur dengan

Peraturan Bupati.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah: (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara

tanggal 8 Tahun 1950);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

Bangunan (
sebagaimana telah diubah

Lembaran Negara Nomor 3312)
dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran

Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3569);
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: PERATURAN BUPATI TENTAN
TARGET PENERIMAAN PAJAK
SEKTOR PERKOTAAN DAN
KABUPATEN BANYUMAS.
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aa
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r

. Peraturan Da
erah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004

tentang Pem
bentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pen
e gelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
an Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Seri D).

=)
. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2005 Nomor 1 Seri A).

: 1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0132/KM.3-
43/SKO tanggal 28 Nopember 2005. tentang Otorisasi Anggaran

Dana Perimbangan Tahun 2005.

2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 900 / 501 /2005 Tahun 2005

gal 15 April 2005 tentang Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
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